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Syaufi, S.H., M.H. 106 Halaman.

RINGKASAN

Tanah memiliki kedudukan strategis dalam kehidupan masyarakat dan negara karena
berkaitan dengan kepentingan ekonomi, sosial, dan pembangunan nasional. Pengaturan
hukum pertanahan di Indonesia berlandaskan pada prinsip penguasaan negara atas tanah
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 dan Undang-Undang Pokok Agraria 1960. Pengaturan tersebut bertujuan
menciptakan kepastian hukum, perlindungan hak atas tanah, serta pengelolaan dan
pemanfaatan tanah yang adil dan berkelanjutan. Pemerintah juga mengatur administrasi
pertanahan melalui sistem pendaftaran tanah guna memberikan perlindungan hukum bagi
pemegang hak dan mencegah terjadinya sengketa pertanahan.

Perkembangan pengaturan pertanahan kemudian diarahkan pada upaya penanggulangan
praktik mafia tanah yang muncul dalam bentuk pemalsuan dokumen, penguasaan lahan
secara ilegal, manipulasi data pertanahan, dan penyalahgunaan kewenangan.
Penanggulangan mafia tanah dilakukan melalui penguatan administrasi pertanahan,
digitalisasi data, koordinasi antarinstansi, serta penegakan hukum administratif dan
pidana. Dasar hukum penanganan mafia tanah terdapat dalam Undang-Undang Pokok
Agraria 1960, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Peraturan Pemerintah Nomor
24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Ketentuan pidana seperti Pasal 263 KUHP
mengenai pemalsuan surat juga digunakan untuk menjerat pelaku mafia tanah yang
memalsukan dokumen pertanahan.

Meskipun telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, kebijakan hukum
dalam penanggulangan mafia tanah masih menunjukkan adanya kekaburan norma.
Pengaturan yang ada belum sepenuhnya memberikan batasan yang tegas mengenai
prosedur pembuktian kepemilikan tanah yang sah, mekanisme penyelesaian sengketa,
serta koordinasi antarinstansi dalam menangani perkara pertanahan yang mengandung
unsur administratif dan pidana sekaligus. Ketidaksinkronan antara data administrasi
pertanahan dan kondisi faktual di lapangan juga menimbulkan ketidakpastian hukum

serta membuka peluang terjadinya manipulasi dokumen dan tumpang tindih hak atas



tanah. Aparat penegak hukum sering menghadapi kesulitan dalam membuktikan unsur
pidana ketika keabsahan dokumen pertanahan masih diperdebatkan.

Permasalahan tersebut terlihat dalam berbagai kasus sengketa tanah yang melibatkan
dugaan pemalsuan sertifikat dan penguasaan lahan secara tidak sah. Perbedaan antara
data administratif dan fakta di lapangan sering memicu sengketa berkepanjangan dan
menimbulkan perbedaan penafsiran antara pihak yang bersengketa dan aparat penegak
hukum. Proses penyelesaian perkara yang panjang menunjukkan bahwa kepastian hukum
dalam bidang pertanahan belum sepenuhnya terwujud. Kebijakan hukum dalam
penanggulangan mafia tanah masih menghadapi tantangan dalam menciptakan
pengaturan yang jelas, terintegrasi, dan mampu memberikan perlindungan hukum secara

efektif terhadap hak atas tanah masyarakat.
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Mafia Tanah dalam Perspektif Kepastian Hukum”. Program Magister Hukum,
Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing : Dr. H. Ahmad
Syaufi, S.H., M.H. 106 Halaman.

ABSTRAK
Kata Kunci : Kebijakan Hukum, Mafia Tanah, Kepastian Hukum.

Tujuan penelitian tesis yang berjudul Kebijakan Hukum dalam Penanggulangan
Mafia Tanah dalam Perspektif Kepastian Hukum adalah untuk mengetahui dan
menganalisis pengaturan hukum yang berlaku saat ini dalam pemberantasan mafia
tanah di Indonesia serta untuk merumuskan arah reformulasi hukum yang ideal
dalam pemberantasan mafia tanah guna menjamin kepastian hukum. Jenis penelitian
yang penulis gunakan adalah menggunakan jenis penelitian hukum normatif.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah Pertama, Pengaturan hukum dalam
penanggulangan mafia tanah di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Pokok
Agraria, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta berbagai regulasi pertanahan
dari Kementerian ATR/BPN. Pemerintah juga melakukan upaya melalui
pembentukan satgas mafia tanah, penguatan penegakan hukum, serta digitalisasi
layanan pertanahan dan sertifikat tanah elektronik. Kebijakan tersebut bertujuan
menciptakan kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah masyarakat.
Meskipun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi kendala seperti
disharmonisasi regulasi, tumpang tindih kewenangan, lemahnya pengawasan, dan
belum optimalnya penegakan hukum sehingga praktik pemalsuan dokumen dan
penyalahgunaan kewenangan masih terjadi. Kedua, Prinsip perlindungan hukum
dalam negara hukum Indonesia menempatkan hak atas tanah sebagai hak yang wajib
dijamin kepastian dan perlindungannya oleh negara. Penerapan sertifikat tanah
elektronik merupakan bagian dari modernisasi administrasi pertanahan untuk
meningkatkan transparansi, efisiensi, dan tertib administrasi. Namun, pengaturannya
masih menunjukkan kelemahan seperti belum sinkronnya regulasi, keterbatasan
keamanan data elektronik, serta belum optimalnya pengawasan dan sistem
pendukung. Kondisi tersebut menimbulkan kerentanan terhadap penyalahgunaan
data, sengketa pertanahan, dan praktik mafia tanah sehingga perlindungan hukum
bagi pemegang hak atas tanah belum berjalan optimal.
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ABSTRACT
Keywords: Legal Policy, Land Mafia, Legal Certainty.

The purpose of this thesis entitled Legal Policy in Combating Land Mafia from the
Perspective of Legal Certainty is to identify and analyze the current legal regulations
governing the eradication of land mafia practices in Indonesia and to formulate the
ideal direction for legal reform in combating land mafia in order to ensure legal
certainty. The type of research used in this thesis is normative legal research.

The results of the study show that, first, the legal regulation concerning the
eradication of land mafia in Indonesia has been governed under the Basic Agrarian
Law, the Criminal Code, and various land regulations issued by the Ministry of
Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency. The government has
also undertaken various efforts through the establishment of a land mafia task force,
strengthening law enforcement, and digitalizing land services and electronic land
certificates. These policies aim to create legal certainty and protect public land
rights. Nevertheless, their implementation still faces obstacles such as regulatory
disharmony, overlapping authority, weak supervision, and suboptimal law
enforcement, resulting in the continued occurrence of document forgery and abuse
of authority. Second, the principle of legal protection in the Indonesian rule of law
places land rights as rights that must be guaranteed with legal certainty and
protection by the state. The implementation of electronic land certificates is part of
the modernization of land administration intended to improve transparency,
efficiency, and orderly land administration. However, the regulation of electronic
land certificates still demonstrates several weaknesses, such as unsynchronized
regulations, limited electronic data security, and inadequate supervision and
supporting systems. These conditions create vulnerability to data misuse, land
disputes, and land mafia practices, resulting in legal protection for land rights
holders not yet being optimally implemented..
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